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BUPATISITUBONDO
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 24TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KER」 A PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah

daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dipandang

perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Pemerintah Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran

Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 4L), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 27301:'
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia tahun 20O3 No. 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahanlembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44O01;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 33, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47OO);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (t,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O04 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O20 Nomor 245, Tambahankmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (l,embaran

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58

TambahanLrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e|;
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12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Dan Informasi
Laporal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 21, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6O41);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tenlang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 1312);
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18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor I Tahun
2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jalgka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Tahun 2OO9 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2Ol2 terrtang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2011-2031 (kmbaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D)

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2OL9 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O19-
2024 (I*mbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2O19 Nomor 5 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Tahun 20O8

Nomor l3);

22. Peratluran Daerah Nomor 6 Tahun 2O12 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2OL|-2O25
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2
Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo
Tahun 2Ol3-2O33 (kmbaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2O14 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2O13 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lrmbaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol3 Nomor 1O).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI  TENTANG  RENCANA  KER」 A
PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SITUBONDO
TAHUN 2022.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.

3.

4.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.
Bupati adalah Bupati Situbondo.
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Situbondo.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahyang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanazrn pembangunan daerah untuk periode
selama 5 (lima) tahunan.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaar untuk periode selama 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk priode 5 (lima) tahun.
Rencana Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja-PD adalah dokumen perenc€rnaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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Pasal 2

RKPD Tahun 2022 rnerupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2O22.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berpedoman pada RPJPD Tahun 2OO5-2O25 dengan
mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah
terpilih serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah
Tahwn2022.
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Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika
pen5rusunan sebagai berikut:
BAB I    : PENDAHULUAN

BAB II

BAB IH

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VH

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

KERANGKA    EKONOMI    DAN
KEUANGAN DAERAH

SASARAN     DAN     PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KEUA DAN PENDANAAN
DAERAH

KINER」A      PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PENUTUP

(2) Uraian secara rincian RKPD Tahun 2022 sebagatmana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud da_lam
Pasal 4 digunakan sebagai :

a. pedoman perumus.rn penyempurnaan rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah;

b. pedoman penJrusunan Rancangan Kebijakan
Umum APBD serta Rancangal Prioritas dan plafon
Anggaran Sementara.

(2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disampaikan bupati kepada DPRD untuk
dibahas sebagai landasan penJrusunzrn rancangan
APBD.

ｍ

り



Pasal 6

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggai
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 0 B JUL 2021

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 
′
08 」UL 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR
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BAB VII.PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun

2022 ini, diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka

ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan KabupatenSitubondo Tahun

2022, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Situbondo Tahun

2022;

b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten SitubondoTahun 2022

c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Ka bupatenSitu bondoT ahun 2022;

d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah;

e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar
sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2022 ini, diharapkan mampu mewujudkan cita-cita
pembangunan Kabupaten Situbondo, yakni:"Penguatan lnfrastruktur Dasar dan Pengembangan

Sektor Pertanian, dan Pariwisata".

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2022, apabila terjadi
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program

dan kegiatan, makaakan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan

dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI
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